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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, 

hasil evaluasi fungsi pelayanan Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2009-2029 terhadap 

kriterian fungsi Pelayanan Kegiatan Nasional dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 Tentang RTRW Nasional, memiliki 3 kriteria fungsi 

Pelayanan Kegiatan Nasional(PKN) dari 4 fungsi kriteria PKN. Adapun 

kriteria fungsi PKN yang tidak dimiliki Kota Mataram dalam kebijakn 

RTRW Provinsi yaitu, kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi 

simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan 

internasional. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuian fungsi pelayanan kegiatan 

nasional  Kota yaitu, memiliki 3 fungsi kriteria PKN dari 4 fungsi kriteria 

PKN yang ada, adapun kriteria yang tidak dimiliki yaitu kawasan perkotaan 

yang berfungsi atau berpotensi simpul utama ekspor-impor atau pintu 

gerbang menuju kawasan internasional. Sehingga Kota Mataram tidak lagi di 

fungsikan sebagai PKN tetapi di fungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah 

(PKW). 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitiandapat disarankan, diperlukan penelitian 

lebih lanjut terkait dengan fungsi pelayanan kegiatan nasional di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aliyah, I. (2017). Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan. 18 (2), 

1-16. 

Anonim. (2019). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. 

Anonim. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 

2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2009-2029. 

Anonim. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2019. 

Anonim. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. 

Anonim. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 Tentang 

Kepelabuhan. 

Anonim. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia. 

Anonim. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 

Anonim. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang. 

Aristian, F. (2017). Pengaruh Pola Penggunaan Lahan Terhadap Sistem 

Pergerakan Di Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Makassar: Universitas 

Negeri Alauddin Makassar. 

BPS. Kota Mataram Dalam Angka 2020. 

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2 ed.). Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

Eko, T., & Rahayu, S. (2012, September 10). Perubahan Penggunaan Lahan dan 

Kesesuaianya Terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus : 

Kecamatan Miati. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 331-340. 



 

3 
 

Filipus, T., Tondobala, L., & Rengkung, M. M. (2019). Analisa Struktur Ruang 

Berdasarkan Pusat Pelayanan Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal 

Spasial. 6 (1), 140-23. 

Fitriana, A. (2012). Analisis Pelayanan Medika Pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 1-11. 

Geovani P, J. J., Poluan, & Mononimbar, W. (2015). Kajian Stuktur Ruang Kota. 

45-53. 

Gultom, E. (2017). Pelabuhan Indonesia Sebagai Penyumbang Devisa Negara 

Dalam Perspektif Hukum Bisnis. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19 (3), 420-

444. 

Kompas. (2012, November Selasa). Pelabuhan Ampenan Sumbang Sejarah 

Bahari. Diambil kembali dari Khaerul Anwar: 

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com 

Lahagina, J. J., Poluan, J., & Mononimbar, W. (2015). Kajian Struktur Ruang 

Kota Tomohon. 42-53. 

Mahi, A. K. (2016). Pengembangan Wilayah (Edisi Pertama ed.). Jakarta: 

Prenadamedia Grup. 

Mataram, B. P. (2020). Kota Mataram Dalam Angka 2020. Mataram. 

Maulana, A. (2012). Analisa Dampak Perpindahan Bandara Udara Terhadap 

Perekonomian Kota Mataram. Fakultas Ekonomi. 

Muryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. 

Jurnal Ilmiah PENJAS, 3, 1-16. 

Nugraha, A. (2012). Evaluasi Pengembangan Wilayah Dalam Meningkatkan 

Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Tabalong. Ilmu Politik dan 

Pemerintahan Lokal, I (2), 93-106. 

Prasetyo, N., & Pigawati, B. (2013). Evaluasi Kesesuian Fungsi Pusat Kota 

Wonosobo Sebagai Pusat Pelayanan. Jurnal Teknik PWK, 2 (3), 831-839. 

Rohmah, F. N., & Setiawan, B. (2018). Pengaruh Pemindahan Kawasan 

Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Boyolali Terhadap Perkembangan 

Perkotaan Boyolali. Jurnal Tekno Sains, 8, 1-88. 



 

4 
 

Setiawan, A. (2018). Analisis Faktor Penunjang Pengoptimalan Kinerja Terminal 

Kabupaten Kapuas. 7 (2), 90-96. 

Suhardi, R., Roharjo, P., & Wirawati, S. (2019). Rencana Penataan Area Fasilitas 

Penunjang Yang Berorientasi Pada Aktivitas Bandara.1 (2), 2169-2180. 

Sujatmiko, H. (2009). Analisa Kerugian Daya Pada Saluran Transmisi Tegangan 

Ekstra Tinggi 500 KV. Di P.T PLN Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban 

Jawa Bali Regional Jawa Tengah dan DIY Unit Pelayanan Transmisi 

Semarang. Jurnal Teknik Elektro, 1 (1), 33-52. 

Syaifulloh, A. (2019). Perencanaan Bandara Uadara Internasional Di Kabupaten 

Kediri Dengan Pendekatan Aritektur Futuristik. Malang. 

Wicaksono, L. N., & Harsasto, P. (2012). Persepsi Pedagang Pasar Terhadap 

Program Erlindung Pasar Tradisonal Oleh Pemerintah Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 



 

6 
 

Foto Pariwisata Di Kota Mataram 
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Foto Sarana Di Kota Mataram 
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Foto Sarana Di Kota Mataram 
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Foto Sarana Prasarana Di Kota Mataram 
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Foto Terminal Mandalika Di Kota Mataram 
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